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KATA PENGANTAR

Buku dengan judul Pengembangan Pelabuhan Berkelanjutan:
Investasi Swasta dan Peningkatan Daya Saing dinilai relevan dan
kontekstual dalam upaya membangun konektivitas antarwilayah dan
memposisikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Paradigma
berkelanjutan diharapkan mampu mengoptimalkan kepentingan
sosial-ekonomi-lingkungan dalam perspektif akselerasi pemerataan
pembangunan antarwilayah dan mendorong pembangunan ekonomi
nasional. Paradigma dan fakta empiris ini diharapkan menjadi acuan
dalam implementasi rencana induk pelabuhan nasional (RIPN) dan
menggalang peran investasi swasta. Di samping itu juga didedikasikan
untuk memantapkan pelayanan publik jasa pelabuhan yang efektif
dan efisien untuk peningkatan daya saing perekonomian nasional.

Buku dengan tema pembangunan pelabuhan berkelanjutan
ini mencakup tiga bagian, yaitu (1) pengembangan pelabuhan
berkelanjutan dan investasi swasta, (2) pengembangan sistem
logistik dan tarifikasi untuk peningkatan daya saing, dan (3) dampak
infrastruktur pelabuhan terhadap perdagangan dan pariwisata
nasional. Buku ini didukung oleh delapan karya tulis ilmiah (KTI)
dengan sekuensi dan konektivitas yang baik sejalan dengan bagian dan
tema buku yang ditetapkan. Kedelapan KTI membahas aspek strategis
terkait dengan paradigma, regulasi dan pengembangan, serta dampak
infrastruktur pelabuhan terhadap perekonomian nasional.

Pada bagian pertama dibahas prinsip dasar pembangunan
pelabuhan berkelanjutan, regulasi dan rencana induk, serta peluang
dan perspektif investasi swasta. Bagian kedua, mengedepankan
pengembangan pelabuhan berbasis sistem logistik dan mekanisme
penetapan tarif untuk peningkatan daya saing. Pada bagian terakhir,
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dikemukakan dampak pengembangan infrastruktur pelabuhan ter-
hadap kinerja perdagangan ekspor di kawasan Asia Tenggara dan
terhadap pariwisata nasional sebagai sektor andalan dalam perolehan
devisa negara.

Pada kesempatan yang baik ini, saya menyampaikan apresiasi
dan terima kasih kepada peneliti yang telah menunjukkan dedikasinya
dan memberikan kontribusi pemikiran yang inovatif dalam upaya
perumusan kebijakan pengembangan pelabuhan berkelanjutan.
Kepada Prof. Dr. I Wayan Rusastra, APU dari Forum Komunikasi
Profesor Riset (FKPR) Kementerian Pertanian RI, disampaikan terima
kasih dalam upaya membangun struktur dan perbaikan editorial
sehingga buku ini layak untuk diterbitkan dan disimak pembaca.
Kita semua berharap invensi dan inovasi kebijakan yang ditawarkan
bermanfaat dalam pengembangan infrastruktur pelabuhan dan
jasa publik kepelabuhanan untuk peningkatan daya saing dan
pertumbuhan inklusif di tanah air.

Selamat membaca.

Jakarta, 30 Oktober 2020
Kepala Pusat Penelitian-BK DPR-R],

Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si.
NIP: 19711117 199803 1 004
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PROLOG

PENGEMBANGAN PELABUHAN BERKELANJUTAN:
JUSTIFIKASI INVESTASI SWASTA DAN
PENINGKATAN DAYA SAING

Prof. Dr. I Wayan Rusastra, APU

Buku dengan judul Pengembangan Pelabuhan Berkelanjutan:
Investasi Swasta dan Peningkatan Daya Saing terdiri atas tiga bagian
berikut aspek pendukungnya. Pertama, pengembangan pelabuhan
berkelanjutan dan investasi swasta, yang membahas paradigma
pengelolaan, dasar hukum dan rencana induk pelabuhan, serta
tantangan dan perspektif investasi swasta. Kedua, pengembangan
sistem logistik dan tarifikasi yang membahas penguatan sistem
logistik dan tarifikasi jasa pelabuhan untuk peningkatan daya saing.
Ketiga, dampak infrastruktur pelabuhan terhadap perdagangan
dan pariwisata nasional. Aspek ini membahas kinerja dan dampak
pelabuhan terhadap perdagangan ekspor pertanian dan manufaktur
Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Di samping pembelajaran
pengembangan pelabuhan di negara lain serta perspektifnya bagi
pembangunan pariwisata nasional.

Pengembangan Pelabuhan Berkelanjutan dan Investasi Swasta

Dalam perspektif pengembangan ekonomi maritim maka
pembangunan dan pengembangan pelabuhan berkelanjutan tidak
dapat dilepaskan dari valuasi ekonomi lingkungan dan konservasi
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ekosistem untuk mencapai sasaran pembangunan dan pertumbuhan
inklusif. Optimalisasi dan harmonisasi kepentingan ekonomi,
sosial, dan sumber daya alam maka daya dukung ekologis menjadi
prasyarat pembangunan untuk mencapai manfaat ekonomi dan sosial.
Pembangunan pelabuhan berkelanjutan tidak dapat dilepaskan dari
strategi pembangunan dan pengelolaan, interdependensi aspek sosial,
ekonomi, dan lingkungan, serta pemenuhan hidup berkualitas lintas-
generasi.

Pengembangan pelabuhan berkelanjutan terkait dengan aspek
regulasi dan penguatan pelayanan publik, dan peningkatan peran
investasi swasta. Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, pelabuhan
memegang peran multifungsi sebagai infrastruktur strategis
pendukung kegiatan ekonomi, mobilitas penduduk dan konektivitas
spasial antarwilayah, serta pemerataan pembangunan. Sampai saat
ini (2020), belum ada undang-undang (UU) yang mengatur tentang
pelabuhan, sebagai komplementasi kegiatan pelayaran yang sudah
diatur dalam UU No. 7 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Pelayanan
publik di pelabuhan di antaranya mencakup pengaturan sistem
transportasi laut, keselamatan pelayaran, dan pengaturan aktivitas di
pelabuhan. Di lain pihak, RIPN (Rencana Induk Pelabuhan Nasional)
memuat tentang kebijakan pelabuhan, rencana lokasi, dan hierarki
pelabuhan secara nasional, sebagai pedoman dalam penetapan lokasi,
pembangunan, pengoperasian, dan pengembangan pelabuhan.

Di Indonesia peran pelabuhan dinilai strategis mengingat
transportasilaut dan penyeberangan menjadi moda penghubung lebih
dari 90 persen perdagangan domestik dan internasional. Berdasarkan
World Shipping Council, Indonesia menduduki peringkat ke-22 dari
50 pelabuhan laut kontainer terbesar dunia. Menurut The Global
Competitiveness Report, pada tahun 2019 peringkat infrastruktur
pelabuhan Indonesia menempati peringkat 61 (dari 141 negara), jauh
di bawah Singapura (peringkat 1) dan Malaysia dengan peringkat
19, dalam kesamaan karakteristik sebagai negara kepulauan. Pem-
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Prolog

bangunan pelabuhan membutuhkan investasi yang sangat besar.
Kebijakan pemerintah untuk mendorong partisipasi investasi swasta
dinilai sangat tepat untuk mengatasi keterbatasan anggaran dan
sekaligus mendorong persaingan usaha melalui peningkatan efisiensi.

Pengembangan Sistem Logistik dan Tarifikasi untuk
Peningkatan Daya Saing

Pelabuhan merupakan mesin pembangunan ekonomi daerah
mengingat perannya dalam penciptaan lapangan kerja, kesempatan
berusaha, kesejahteraan dan pendapatan masyarakat, serta sumber
pajak daerah. Aktivitas pelabuhan yang efektif dan efisien memiliki
kontribusi nyata dalam mendukung kinerja perekonomian nasional,
khususnya dalam peningkatan daya saing perdagangan domestik dan
ekspor. Kinerja pelabuhan berimplikasi terhadap kelancaran aktivitas
logistik, biaya logistik, dan daya saing perekonomian. Pemerintah telah
menetapkan kebijakan Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik
Nasional, sebagai panduan dalam perumusan strategi, program, road
map, dan program aksi pengembangan logistik yang efektif dan efisien.

Tol laut merupakan bagian integral dari reorientasi
pembangunan dari daratan ke laut melalui keterpaduan rute pelayaran
nasional. Rute pelayaran diharapkan dapat memfasilitasi pergerakan
logistik dan meningkatkan kinerja konektivitas antarwilayah menuju
inklusivitas pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Penilaian
indeks pembangunan inklusif didasarkan pada tiga indikator,
yaitu pembangunan dan pertumbuhan, inklusivitas, serta keadilan
dan keberlanjutan antargenerasi. Dari ketiga indikator tersebut,
tingkat inklusivitas, seperti ketimpangan kekayaan dan pendapatan,
yang merefleksikan pemerataan pembangunan relatif tertinggal.
Pengembangan tol laut perlu mendapatkan prioritas penanganan,
seperti rute yang kurang efektif, ketidakpastian jadwal kapal,
kurangnya sosialisasi kepada pemerintah daerah, dan inklusivitas
kebijakan.
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Menurut UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, kegiatan
pengusahaan di pelabuhan mencakup tempat kapal bersandar
naik turun penumpang, bongkar muat barang, serta fasilitasi
keselamatan dan keamanan pelayaran. Di samping itu juga termasuk
kegiatan penunjang pelabuhan dan sebagai tempat perpindahan
intra dan antarmoda transportasi. Dalam pelayanan jasa pelabuhan
dibutuhkan sistem dan mekanisme penetapan tarif yang efektif dan
efisien sebagai basis bagi pengguna jasa dalam penentuan pilihan
penggunaan pelabuhan. Bagi pengguna jasa pelabuhan juga akan
mempertimbangkan biaya tidak langsung, seperti penundaan,
kehilangan pangsa pasar dan kepercayaan pelanggan, serta pelayanan
jasa kepelabuhanan lainnya yang tidak efisien.

Dampak Infrastruktur Pelabuhan terhadap Perdagangan dan
Pariwisata Nasional

Pelabuhan memiliki peranan penting dalam membangun
konektivitas negara dalam kawasan terkait pengembangan
perdagangan internasional. Pelayanan pelabuhan yang tidak efisien
akan berdampak terhadap ekonomi biaya tinggi yang pada akhirnya
akan berdampak negatif terhadap kinerja ekspor dan impor.
Pelayanan pelabuhan yang kurang kondusif akan berdampak buruk
terhadap keunggulan kompetitif dan pertumbuhan ekonomi, dan
pada gilirannya akan kehilangan peluang untuk memetik manfaat
dari keterbukaan ekonomi kawasan. Pengembangan efektivitas
dan efisiensi pelayanan pelabuhan bukan saja berdampak positif
terhadap sektor perdagangan dan pertumbuhan ekonomi tetapi juga
akan mendorong akselerasi pembangunan infrastruktur pelabuhan
nasional dan kawasan. Indonesia dengan keunggulan potensi pasar
yang besar di kawasan Asia Tenggara, sepatutnya memberikan
prioritas tinggi dalam pengembangan pelabuhan mengingat masih
rendahnya efisiensi jasa pelayanan kepelabuhanan serta jumlah dan
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kapasitas pelabuhan yang kurang memadai sehingga belum mampu
memberikan jasa pelayanan yang optimal.

Pada tahun 2020 sektor pariwisata diharapkan menjadi sektor
prioritas utama dalam perolehan devisa. Target perolehan devisa akan
dicapai melalui optimalisasijumlah wisatawan manca negara (wisman)
dan kualitas kunjungan yang mencakup wisman berpenghasilan
tinggi dengan rentang waktu tinggal yang lebih lama. Pembangunan
infrastruktur dan konektivitas (darat, laut, dan udara) memegang
peranan strategis dalam mengintegrasikan setiap destinasi pariwisata
di tanah air. Akselerasi pertumbuhan infrastruktur pendukung
pariwisata, seperti jalan, pelabuhan, bandara, dan akomodasi hotel
memegang peranan penting dan perlu terus ditingkatkan. Peran
penting pelabuhan dalam pembangunan pariwisata sangat terasa
bagi destinasi wisata kepulauan. Beberapa keterbatasan yang perlu
dibenahi adalah sarana menuju dan di lokasi objek wisata, sarana
transportasilaut, serta jumlah dan kualitas sarana transportasilainnya
yang dapat menjamin kemudahan akses bagi wisatawan.

Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan pada latar belakang dan permasalahan pem-
bangunan pelabuhan saat ini maka perlu dikedepankan paradigma
pembangunan berkelanjutan dan mendorong peran investasi swasta.
Semuastakeholderterkaittermasukinvestor,perlumempertimbangkan
secara optimal kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk
kepentingan lintas-generasi. Paradigma ini sepatutnya menjadi
basis perumusan regulasi, rencana induk pembangunan pelabuhan,
dan pelayanan publik kepelabuhanan. Pengembangan pelabuhan
berkelanjutan berbasis sistem logistik dan tarifikasi yang efektif
dan efisien diarahkan untuk membangun konektivitas antarwilayah
untuk mendukung pembangunan ekonomi inklusif dan berdaya
saing. Dalam konteks negara kepulauan, konektivitas antarwilayah
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dan kawasan sangat dibutuhkan untuk mendorong peningkatan daya
saing perekonomian nasional, termasuk keunggulan kompetitif sektor
perdagangan dan pengembangan pariwisata nasional.

Jakarta, 1 Oktober 2020

Editor
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EPILOG

PENGEMBANGAN PELABUHAN BERKELANJUTAN:
PERSPEKTIF INVESTASI SWASTA DAN
PENINGKATAN DAYA SAING

Prof. Dr. I Wayan Rusastra, APU

Buku ini mengusung tema pengembangan pelabuhan
berkelanjutan dengan mendorong peran investasi swasta yang
lebih besar dalam upaya peningkatan produktivitas dan efisiensi
pelayanan kepelabuhanan nasional. Terdapat tiga sasaran pokok yang
hendak dicapai, yaitu (1) pengembangan pengelolaan pelabuhan
berkelanjutan berbasis regulasi dan peningkatan peran investasi
swasta, (2) pengembangan sistem logistik dan tarifikasi pengelolaan
kepelabuhanan yang semakin efisien untuk peningkatan daya saing,
dan (3) perumusan strategi dan kebijakan peningkatan kinerja
perdagangan dan pengembangan pariwisata nasional.

Pengembangan Pelabuhan Berkelanjutan dan Investasi Swasta

Dalam makalahnya berjudul “Pembangunan Pelabuhan
Berkelanjutan: Perspektif Ekonomi Politik dan Pengelolaan Pelabuhan
Nasional”, Hariyadi menyatakan bahwa dalam pengembangan dan
pengelolaannya dibutuhkan keseimbangan tujuan ekonomi, sosial,
dan lingkungan sejalan dengan kepentingan lintas-generasi. Dalam
konteks ini dibutuhkan kemauan politik yang kuat dan dukungan
aspek kelembagaan untuk merealisasikannya. Paradigma yang
mengusung inklusivitas ini mempertimbangkan secara harmoni
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pengarusutamaan sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam pemenuhan
keadilan prosedural, distributif, dan trust sosial menuju peningkatan
daya saing dan kesejahteraan masyarakat.

Juli P. Saragih dalam makalahnya “Kebijakan Pengelolaan
Pelabuhan Nasional: Dasar Hukum, Rencana Induk Pelabuhan,
dan Pelayanan Publik”, mengemukakan pengembangan pelabuhan
nasional perlu didukung UU tentang kepelabuhanan sebagai pelengkap
UU tentang pelayaran. Di samping itu, pengembangannya agar sejalan
dengan pengelolaan pelabuhan di negara maju. Peningkatan daya
saing sangat ditentukan oleh efisiensi waktu pelayanan, kelancaran
pergerakan kapal, produktivitas sumber daya manusia, dan peralatan
pelabuhan. Tantangan lainnya adalah penentuan tarif jasa pelayanan
publik pelabuhan dengan sasaran mengurangi biaya logistik untuk
peningkatan daya saing pelabuhan nasional.

Temuan strategis disampaikan oleh Rafika Sari dalam makalah-
nya “Investasi Swasta dalam Pengembangan Pelabuhan Nasional:
Peluang dan Perspektif Kebijakan”, yaitu dalam keterbatasan APBN,
pemerintah mendorong partisipasi investasi swasta dalam perspektif
memacu persaingan usaha untuk menciptakan efisiensi. Kebijakan dan
tekad pemerintah ini belum direspons dengan baik oleh pihak swasta.
Beberapa faktor penyebabnya adalah kompleksitas masalah perizinan
(konsesi dan kerja sama lainnya), pilihan investasi skala besar dengan
kebutuhan modal yang tinggi, masalah birokrasi, dan efektivitas
pengawasan pelaksanaan konsesi di lapangan. Jadi terdapat sejumlah
permasalahan yang perlu dicarikan solusinya untuk meningkatkan
partisipasi investasi swasta dalam pengembangan pelabuhan di tanah
air.

Pengembangan Sistem Logistik dan Tarifikasi untuk
Peningkatan Daya Saing

Dalam makalahnya, “Pengembangan Pelabuhan Berbasis
Logistik: Permasalahan dan Perspektif Peningkatan Daya Saing”, T. Ade
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Surya menunjukkan bahwa biaya logistik di pelabuhan masih relatif
tinggi di tingkat kawasan. Konsekuensinya adalah sektorlogistik belum
memberikan kontribusi signifikan dalam perekonomian nasional dan
peningkatan daya saing. Pelaksanaan Sistem Logistik Nasional perlu
terus dimantapkan sebagai panduan dalam mengatasi tingginya
biaya logistik nasional. Pengembangan pelabuhan berbasis logistik
dirancang dengan mengadaptasi konsep sistem logistik mutakhir, serta
realisasinya dilakukan dalam cakupan pengelolaan pelabuhan, yaitu
dengan membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur serta
meningkatkan kualitas, efektivitas, dan efisiensi layanan pelabuhan
pada aktivitas logistik.

[zzaty dari hasil analisisnya, “Kebijakan Pemanfaatan Tol Laut:
Kinerja Program dan Penguatan Konektivitas Daerah”, memberikan
informasi tentang kuatnya kemauan politik pemerintah dan arti
strategis tol laut dalam membangun konektivitas dan mengurangi
ketimpangan ekonomi dalam perspektif pemerataan pembangunan
wilayah. Disebutkan bahwa dibutuhkan optimalisasi anggaran dan
sumber daya lainnya dalam pengembangan tol laut dengan sasaran
mengurangi disparitas harga serta memperbaiki kesetaraan upah
dan kesejahteraan sosial. Dalam realisasinya dibutuhkan penguatan
kapasitas sumber daya manusia, digitalisasi, kapal dan pelabuhan,
serta sistem logistik.

Dalam makalahnya, “Kegiatan Usaha dan Tarifikasi Jasa
Pelabuhan: Permasalahan dan Perspektif Ke depan”, Eka Budiyanti
menyatakan terdapat kesan bahwa pelabuhan itu sebagai tempat
yang keras, kotor, dan kumuh karena belum dikelola dengan baik dan
modern. Pelabuhan perlu dikembangkan dengan fungsi multiguna yang
efektif dan efisien yang mencakup bongkar muat barang, menaikkan
menurunkan penumpang, dan juga sebagai destinasi wisata dengan
tata kelola modern. Perbaikan tata kelola ini termasuk mekanisme
penetapan tarif dari sejumlah kegiatan usaha kepelabuhanan. Dalam
konteks ini dibutuhkan partisipasi pihak terkait dan efisiensi dalam
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pengenaan tarif serta dalam merumuskan solusi dari sejumlah per-
masalahan tersebut.

Dampak Infrastruktur Pelabuhan terhadap Perdagangan dan
Pariwisata Nasonal

Dalam makalahnya berjudul “Pengembangan Infrastruktur
Pelabuhan Indonesia: Kinerja dan Dampaknya terhadap Perdagangan
di Kawasan Asia Tenggara”, Iwan Hermawan menunjukkan bahwa
infrastruktur pelabuhan pada dasarnya memiliki peran dalam
memberikan dukungan terhadap aliran perdagangan di kawasan.
Namun demikian, ternyata jumlah, kapasitas, dan kualitas infrastruktur
pelabuhan nasional relatif terbatas dan dikhawatirkan berdampak
terhadap kinerja perdagangan nasional di tingkat kawasan. Hal
tersebut dikonfirmasi melalui hasil analisis empiris yang menunjukkan
bahwa infrastruktur pelabuhan berdampak positif terhadap aliran
perdagangan produk pertanian dan manufaktur nasional. Selain itu,
faktor pendorong lainnya yang juga berdampak positif terhadap aliran
perdagangan tersebut adalah GDP, jarak antarnegara, dan kualitas
sistem pendidikan.

Yuni Sudarwati dalam makalahnya “Peran Pelabuhan dalam
Pengembangan Pariwisata: Pembelajaran dari Negara Lain dan
Perspektifnya bagi Indonesia”, menunjukkan pembelajaran dari negara
lain bahwa pelabuhan dikelola secara modern dan juga dipersiapkan
sebagaidestinasi wisatawan. Pelabuhandipersiapkan dengan kekhasan
seperti kapal tradisional, rumah nelayan, dan kehidupan desa nelayan
dengan keunikan budayanya. Bagi Indonesia, penggunaan kapal
nelayan akan sangat sesuai untuk pelabuhan yang mempertahankan
orisinalitas, sedangkan penggunaan kapal pesiar sebaiknya untuk
pelabuhan utama. Pilihan wisata dengan kapal tradisional menjadi
salah satu pilihan terbaik mengingat kecenderungan wisata lebih
customized dan dalam skala kecil.
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Saran Tindak Lanjut

Dalam perspektif pengembangan pelabuhan berkelanjutan

menuju pelabuhan modern dan efisien untuk mendukung

perekonomian nasional (termasuk perdagangan dan pariwisata),

terdapat beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan:

1)

2)

3)

Pengembangan pelabuhan berkelanjutan dan investasi swasta:
(a) pengembangan pelabuhan berkelanjutan membutuhkan
dukungan partisipasi publik serta penguatan kelembagaan dan
modal sosial; (b) pengaturan kegiatan pengerukan alur laut dan
kolam pelabuhan guna mendukung kelancaran pergerakan kapal;
dan (c) peningkatan partisipasi investasi swasta membutuhkan
solusi terkait dengan penyederhanaan perizinan, penawaran
proyek yang layak kelola (manageable), serta transparansi dan
kejelasan operasional pelabuhan.

Pengembangan sistem logistik dan tarifikasi untuk peningkatan
daya saing: (a) kebijakan pengembangan pelabuhan berbasis
logistik dirancang dengan mengadaptasi konsep sistem logistik
mutakhir yang teruji dalam mengatasi banyak persoalan di
sektor logistik; (b) optimalisasi kebijakan dan program tol laut
dalam mendukung perekonomian nasional dan menjadikan tol
laut sebagai kawasan yang aman, murah, dan nyaman; dan (c)
penetapan kriteria, fungsi, dan status pelabuhan secara dinamis
sehingga dapat diantisipasi kebijakan tarifikasi sejalan dengan
perkembangan kegiatan usaha di pelabuhan.

Dampak infrastruktur pelabuhan terhadap perdagangan dan
pariwisata nasional: (a) peningkatan kontribusi sektor per-
dagangan Indonesia di kawasan Asia Tenggara membutuhkan
pemantapan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan
dan sertifikasi, serta perluasan dan penguatan perangkat keras
dan lunak infrastruktur pelabuhan; dan (b) pembenahan kota
pelabuhan dan pertimbangan mendatangkan kapal pesiar
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membutuhkan sinergi dan kerja sama pihak terkait mengingat
kemungkinan dampaknya terhadap lingkungan.

Penutup

Temuan pokok pengembangan pelabuhan berkelanjutan yang
mencakup aspek yang dinilai komprehensif dan dikomplemen dengan
langkah antisipatif pengembangan ke depan diyakini akan mampu
membangun pelabuhan dan jasa pelayanan kepelabuhanan yang
modern, efisien, dan berdaya saing. Infrastruktur pelabuhan dengan
segala kelengkapannya diharapkan dapat menjadi prasyarat dasar
peningkatan daya saing ekonomi nasional dalam arti luas, termasuk
dalam pengembangan sektor perdagangan dan pariwisata nasional.

Jakarta, 1 Oktober 2020

Editor
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